5.1

BABYV
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kalurahan

Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, maka dapat dirumuskan

kesimpulan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Penyajian laporan keuangan telah terlaksana dengan baik, yang ditunjukkan
melalui pencapaian penghargaan berupa Piagam Laporan Keuangan
Terlengkap dari BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk pengakuan
terhadap kelengkapan dan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pihak
kalurahan.

Akses terhadap laporan keuangan juga telah dilakukan secara optimal,
sebagaimana terlihat pada website resmi Kalurahan Tlogoadi yang memuat
berbagai dokumen publik seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan (LPPKal), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
(IPPKal), Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBKal, serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal.

Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan
efektivitas yang baik, hal ini tercermin dari mekanisme evaluasi dan
pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif oleh aparat desa, Badan
Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), kejaksaan, dan dinas terkait dari
pemerintah daerah.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam
proses pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Tlogoadi, antara lain:

e Kendala pertama mengenai penggunaan teknologi bagi aparat desa yang lebih

senior dan sedang dalam masa transisi yang tidak terbiasa harus menjadi terbiasa

dengan teknologi seperti penggunaan aplikasi SIPADES.
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5.2

Kendala kedua mengenai pajak dalam sistem Coretax karena penggunaan
sistem Coretax yang berbasis tunai belum terhubung dengan SISKEUDES
sehingga menimbulkan kebingungan.

Kendala ketiga mengenai Pergub Tahun 2023 mengenai barang dan jasa
pada Dana Desa untuk pengerjaan aspal yang membuat aparat bingung
apakah SPJ harus digabung atau dipisah dan selama ini berjalan namun
masih tidak jelas.

Kendala keempat mengenai kebijakan pemerintah dengan masyarakat
bertentangan yaitu kebijakan pengadaan barang, harga barang harus murah
sehingga tidak dapat memungkinkan menggunakan barang dengan
kualitas tinggi dimana hal ini dapat meningkatkan pemberdayaan
masyarakat.

Kendala kelima mengenai pengetahuan penatausahaan kegiatan yang
kurang dimana aparat desa bingung dengan kaitan pajak dalam pembuatan

pertanggungjawaban SPJ.

Implikasi

Berdasarkan hasil temuan yang menunjukkan bahwa aparat Kalurahan

Tlogoadi masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pengelolaan keuangan desa,

maka penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting sebagai berikut:

1) Kendala terkait rendahnya pemahaman terhadap penggunaan teknologi, seperti

2)

aplikasi SIPADES khususnya bagi aparat yang berusia lebih senior,
menunjukkan perlunya penyelenggaraan program pelatihan berkelanjutan.
Pelatihan ini hendaknya dirancang secara bertahap, mudah dipahami, dan
berbasis praktik langsung agar dapat menjangkau semua lapisan aparat desa
tanpa terkendala oleh usia atau latar belakang pendidikan.

Diperlukan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam mendorong
integrasi sistem digital pengelolaan keuangan desa, misalnya dengan
menghubungkan sistem perpajakan Coretax dengan aplikasi SISKEUDES atau

mengembangkan sistem sinkronisasi data yang terintegrasi. Upaya ini
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3)

4)

5)

5.3

bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta
memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Ketidakjelasan implementasi Peraturan Gubernur Tahun 2023 terkait
pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyusunan SPJ, memunculkan
potensi kesalahan administratif. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi regulasi
dan pendampingan teknis secara langsung dari instansi pemerintah kepada
aparat desa agar peraturan terbaru dapat dipahami dengan baik dan
dilaksanakan sesuai ketentuan.

Aparat desa memerlukan ruang kebijakan yang lebih adaptif dalam proses
pengadaan barang dan jasa. Penckanan semata pada prinsip harga terendah
tidak selalu sejalan dengan efisiensi jangka panjang, terutama jika
mengorbankan kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu,
fleksibilitas dalam pengadaan perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi
nyata di tingkat kalurahan.

Diperlukan pendampingan teknis secara reguler dari lembaga pengawas seperti
BPKP terkait aspek penatausahaan dan perpajakan. Hal ini penting agar aparat
desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur penatausahaan
dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah narasumber yang digunakan hanya

melibatkan Lurah, Carik, Kaur-Kaur, Kasi-Kasi dan tidak melibatkan Kepala

Dukuh, BPKal, para staf, serta masyarakat Kalurahan Tlogoadi.

5.4

Saran

Berdasarkan pada hasil, pembahasan, dan keterbatasan dalam penelitian ini,

peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

D

Pemerintah desa Kalurahan Tlogoadi diharapkan untuk selalu melanjutkan apa
yang sudah dilakukan dengan baik, terutama dalam penyajian laporan

keuangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, aksesibilitas
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2)

3)

laporan keuangan yang mudah diakses di website kalurahan dan banner di
setiap padukuhan, dan sistem pengendalian internal yang menjamin keandalan
laporan keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan narasumber kepada
Kepala Dukuh, BPKal, para Staf dan masyarakat Kalurahan Tlogoadi tidak
hanya kepada Lurah, Carik, Kaur, dan Kasi sehingga hasil yang didapatkan
sepenuhnya mendapat hasil yang maksimal.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti

kompetensi aparat desa untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
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